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SEBUAH PRAXIS:  





The Waterfront development is mirror face  city, where part of the construction 
of building toward to see side, in developing city of Makassar  with increase 
activity of commercial that cause conflict interest in utility of area (land Use),  
see side to be blighted/death and chaos. The condition becomes chaos 
because there is not development guidance. In fact in encouraging see side as 
port of the world for revitalization the integrated concept waterfront 
development that provide new trend especially tourism development. 
Keywords: Waterfront, development guidance, tourism development. 
PENDAHULUAN 
Tuntutan Pengembangan Kawasan Pariwisata Makassar 
Pengembangan kawasan tepian yang memiliki kontak visual dengan perairan (laut, 
sungai, danau) dimana sebagian wajah kota berorientasi ke perairan. Dilihat  dari 
aspek tata ruang kota, memiliki peran sebagai; (1) fungsi ekologi, (2) fungsi 
komplementer (public domain), (3) kekayaan khasana budaya (culture siqnificance). 
Untuk itu pengembangan kawasan tepian Makassar mempertimbangkan aspek 
tersebut di atas. 
Potensi 
Potensi Makassar sebagai kota pantai memiliki potensi panorama alam yang spesifik, 
makna kultural Pantai Losari tentang Makassar Tempoe Doeloe (the collective 
memory). Kawasan pantai yang memiliki kontak visual dengan perairan serta adanya 
gugus kepulauan dan panorama laut yang indah, merupakan suatu daya tarik wisata 
yang sangat potensial. 
Rekomendasi studi yang dilakukan oleh EURO RSCG World Wide dan Austindo 
konsultan teknik dan pariwisata dunia (1992) menetapkan tema pengembangan 
pariwisata Makassar Marine Paradise (gateway to Asian’s marine paradise).   
Beberapa faktor yang mendorong peluang dan daya tarik pariwisata tepian Makassar, 
yaitu: 
a. Posisi historis Makassar sebagai pusat bandar dagang dan transit bagi    
perdagangan Asia Fasifik pada era perdagangan rempah-rempah abad XVI - XVII. 
Sebagai kota dagang juga sebagai kota pertahanan (kota benteng). 
b. Aset pariwisata fisik : (Physical asset of Tourism) 
 Arsitektur kota lama bangunan kolonial dan kawasan historis sekitar Benteng 
Fort Rotterdam (urban heritages) serta situs peninggalan sejarah lainnya. 
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 Kawasan Multi Etnis (Ethnical Kampoeng) Chinese, Melayu, Arab. 
 Kawasan Lingkungan Alami (Natural Environment) seperti; Bentang alam 
Pantai Losari, Tanjung Makassar, Barombong. 
 Kepariwisata laut sungai (Marine & River Side). 
 Wisata Komersil seperti Somba Opu Mall Pedestrian Ways. 
c. Aset kepariwisataan masyarakat (Community Basetourism) seperti:  Masyarakat 
nelayan/desa pantai, pembuatan perahu phinisi, lambo. 
PERMASALAHAN 
Dilihat dari tata ruang kota kawasan tersebut dinilai telah mengalami kemunduran 
(blighted/death) tidak mampu mengakomodasi kebutuhan baru yang lebih spesifik 
serta memanfaatkan peluang investasi baru. Unsur-unsur bangunan dan fungsi dalam 
perkembangan sudah tidak dapat lagi dipertahankan sehingga pemanfaatan sudah 
tidak sesuai dengan nilai dan vitalitas lahan yang ada. 
Selain itu terjadi ketidak teraturan dan kekacauan visual serta kekumuhan lingkungan. 
Dari segi urban disain kondisi kawasan tepian dapat digambarkan sebagai berikut : 
a. Tidak sesuai konsep zoning pada space use tidak jelas, berbagai   peruntukan 
yang berdekatan kurang sinergis dalam satu kesatuan fungsi. 
b. Ruang-ruang umum (public space) yang kehilangan fungsi komunikasi (formal 
communicative content) dan citra arsitektur kawasan yang sifatnya nonfiguratif/anti 
space, jalan-jalan yang tidak manusiawi/anti pedestrian environment. 
c. Terjadinya penghancuran bangunan kuno serta hilangnya artifak yang merupakan 
asset historis kota, serta fasade dan komposisi yang kacau. 
d. Pembangunan baru yang dilakukan tidak kontekstual dengan unsur/pola-pola lama 
yang sebelumnya telah ada serta memberi ciri lingkungan. 
e. Sinerjitas fungsi yang saling berkaitan tidak diarahkan pada peruntukan 
(pemanfaatan lahan) yang lebih inovatif sesuai dengan kebutuhan baru dan 
kontektual (Contextualism). 
Dengan melihat potensi dan permasalahan kawasan tersebut perlu direvitalisasi 
(urban regeneration) kembali untuk memperbaiki struktur bentuk kawasan dan 
pemanfaatan ruang. 
Penyusunan Rencana Kawasan Pariwisata (Tourism Zone) dimaksudkan untuk 
memberi arah perwujudan fisik kawasan tepian Makassar, sehingga keinginan untuk 
membangun identitas kota peninggalan sejarah/budaya dan terwujudnya kawasan 
pariwisata yang kompetitip dan atraktif (Competitive & Atractive). 
TUJUAN PERENCANAAN KAWASAN PARIWISATA (TOURISM ZONE) 
Perencanaan zone pariwisata adalah bagian dari perencanaan kawasan tepian 
Makassar (Waterfront City) dapat mengakomodasi aktvitas tertentu secara spesifik 
dengan tetap mempertimbangkan fungsi kawasan terhadap struktur tata ruang secara 
keseluruhan. 
Tujuan: menetapkan Zona Pariwisata konsep tata ruang pariwisata terhadap struktur 
Ruang Kota yang kontekstual, ecologically sustained, prospektif. Menyusun Panduan 




Teknis Pembangunan Kawasan Pariswisata (Design Guidelines & Development 
Controls). 
Sasaran:  
■  Tersusunnya konsep struktur lingkungan, pemanfaatan ruang (micro land-use) 
sesuai dengan potensi dan karakteristik kawasan dengan memperhatikan  sinergis 
antara aktivitas . 
■   Pengendalian intensitas pemanfaatan ruang (KDB, KLB, tinggi massa) untuk 
menetapkan skala pengembangan bangunan dan pengadaan fasilitas publik serta 
memperhatikan daya dukung, ketersediaan sarana dan prasarana. 
■   Arahan pengembangan pembentukan karakter visual kawasan   tepian; skylines 
and view corridors, streetscapes, landmark, facade and street level building, image, 
community space, urban furnishing. 
■  Tersusunnya pola aksessibilitas dan lingkage yang menjadi pengikat atau rantai 
bagian wilayah kota yang juga berperan sebagai penyatu aktivitas dan bentuk fisik 
lingkungan. 
PENDEKATAN PERENCANAAN KAWASAN PESISIR (WATERFRONT) UNTUK 
KEGIATAN KEPARIWISATAAN 
Penetapan kawasan pariswisata (Tourism Zone) secara umum mempertimbangkan, 
antara lain: 
Aspek Tata Ruang Kota 
• Kawasan tepian kota mempunyai fungsi dasar, antara lain; fungsi ekologi sebagai 
zona penyanggah (buffer zone), dan fungsi komplementer sebagai bagian dalam 
fungsional kota, terutama lahan yang berkaitan dengan peruntukan umum (public 
domain). 
• Fungsi dan peranan kawasan terhadap tata ruang kota secara pemanfaatan ruang 
(blok peruntukan) mempertimbangkan aspek fungsi, serta keterkaitan antar setiap 
aktivitas (sinergis fungsi dan wilayah) dan aksessibilitas. 
• keseluruhan termasuk usaha pelestarian khasanah budaya (artefact)   lingkungan 
perkotaan dalam upaya membangun identitas kota. 
• Perencanaan karakter visual sebagai kawasan tepian (waterfront city). 
Aspek Pariwisata 
Pengembangan kepariwisataan yang berkaitan dengan wisata bahari (marine tourism) 
sebagai tema sentral; 
• Yang memanfaatkan keanekaragaman biota laut, seperti; menikmati keindahan 
bawah laut dengan scuba diving, bottom glass boat, perahu layar, selancar angin, 
ski air dan surfing, memancing. 
• Memanfaatkan keindahan alam pantai dan pulau-pulau seperti; tamasya, melihat 
terbit dan tenggelamnya matahari, pemandangan cakrawala langit (skylines view). 
• Memanfaatkan keunikan dan keaslian budaya masyarakat pantai (tradisi/desa 
nelayan) termasuk pembuatan perahu tradisional (Pinisi, Lambo, Sandeq). 
Batas Wilayah Pengelolaan Kawasan Pesisir (Costal Zone) 




Wilayah pesisir dapat meliputi suatu kawasan yang sangat luas (untuk fungsi 
pemanfaatan yang dinamis), meliputi kearah laut mulai dari batas lautan/samudra 
sampai ke arah darat yang masih dipengaruhi iklim laut sebagaimana diatur oleh 
ketentuan peraturan yang berlaku dan atau kawasan dimana sebagian besar mata 
pencaharian penduduk berorientasi kelaut (dibeberapa negara dapat mencapai 1 
hingga 2 mil ke arah daratan). 
RENCANA KAWASAN PARIWISATA (KAWASAN TEPIAN) MAKASSAR 
Pembagian jenis obyek wisata  berdasarkan karakteristik dan daya tarik wisata beserta 
potensi lingkungan, mencakup; 
Khasana Budaya/Sejarah (Cultural & Historical Context) 
 Komplek Fort Roterdam dan Kawasan Pusat Kota Lama (Urban Heritage). 
 Masyarakat berbasis pariwisata (Community Base Tourism) Desa Pantai/Nelayan, 
pengrajin perahu. 
 Kawasan Multi Etnis (Ethinical Kampoeng) Chinese, Melayu, Arab. 
Wisata Lingkungan/Alam (Eco Tourism) 
 Bentang Alam Pantai Losari (Losari Beach) Sunset dan Festival Ritual  Square. 
 Rekreasi Pantai/Dermaga Tanjung Makassar (Recreation & Marine Fort). 
 Wisata Pantai Barombong. 
Wisata Laut/Sungai (Marine and River Side Tourism) 
 Wisata Kepulauan dan Penyelaman (Island Tourism  and Diving). 
 Wisata Sungai Tallo (Ujung Tanah). 
Wisata Komersil (Comersial Tourism) 
 Wisata Belanja Pertokoan Somba Opu, Mall dan Pedestrian Ways. 
 Kompleks Pertokoan sepanjang Pasar Ikan. 
 Bangunan Multi Fungsi (Multifunction Use) eks Pasar  Baru; Komersial,   Hotel, 
Artshop, Promosi Wisata. 
 Pusat Jajan Kaki Lima Laguna dan Pengembangan eks TPI menjadi Festival 
Market Place dan pasar hobby. 
SEGMENTASI WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PARIWISATA MAKASSAR 
(SEA FRONT DEVELOPMENT) 
Zona Budaya dan Historis (Cultural and Historic Zone) 
• Plaza Lagaligo/Lansekap. 
• Benteng Fort Roterdam/Museum Lagaligo. 
• Multi Use Fuction (eks Pasar Baru). 
• Urban Heritage (Sekitar Benteng Fort Roterdam dan Lapangan 
Karebosi/Koningplein (thema Ars, historis arkeologi, living culture). 
Pertokoan Somba Opu sebagai wisata belanja konsep Mall (Mall Pedestrian) 
• Parking Lot/Jembatan Peyeberangan. 
• Pedestrian ways/Lansekap dan pertokoan Somba Opu. 
• Kompleks Pertokoan sepanjang Jl. Pasar Ikan dan pantai. 
Bentang Alam Pantai  (Losari Long Beach) 
• Kawasan Hijau (urban green fingers and recreation). 




• Area pergerakan umum, Pedestrian ways, jogging track, transportasi, parking lot, 
halte bus, jembatan   penyebrangan. 
• Fasilitas umum; komunikasi, toilet umum, memancing, sunset view, dsb. 
Laguna 
• Kaki lima (Linear, Square space). 
• Museum Bahari (Eks. Kawasan Militer Tangsi Kiss). 
• Pengembangan eks TPI/Rekreasi dan pasar hobbi/ wisata belanja. 
• Menara Losari/Simpang GMTD/Haji Bau/Penghibur. 
• Perkampungan nelayan dan dermaga nelayan. 
Tanjung Makassar 
Untuk rekreasi pantai dan Marine Fort: 
• Jembatan/jalan penghubung. 
• Pengembangan fasilitas rekreasi pulau, penyelaman (diving). 
• Masyarakat tradisional (Desa Nelayan/Pantai, Pantai, Pengrajin Perahu) 
Kawasan Rekreasi  Barombong dan  kawasan Pelabuhan Tradisional Paotere 



































































































PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN 
Strategi yang akan digunakan adalah Partcipatory Plan atau Public Private 
Partnershift, suatu perencanaan yang melibatkan masyarakat, swasta sebagai 
perencana pelaku pembangunan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Pendekatan 
pembangunan  sekaligus menjawab terbatasnya kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah dalam mewujudkan perencanaan dan revitalisasi Kawasan Tepian Makassar. 
Alternatif pembiayaan/pembangunan dapat berupa: 
• Penggalian dana masyarakat, swasta (investor) dipandang dari sudut hukum, 
penyertaan dana masyarakat dan swasta memungkinkan dalam bentuk; modal 
ventura, pembuatan obligasi, penjualan saham, joint ventura, pola kompensasi, 
sewa ruang, tukar bangun/tempat (ruislag). 
• Pemberian bonus (incentives) dan kemudahan ijin pembangunan, sewa ruang dan 
perairan, pemanfaatan kawasan untuk reklamasi  atas kesedian pihak swasta 
membangun berbagai prasarana kota dan fasilitas umum 
Revitalisasi Kawasan Tepian Air sebagai suatu perencanaan kota sejak tahap 
perencanaan maupun pada tingkat implementasi yang memainkan peran untuk 
memungkinkan rencana kota menjadi tindakan (action plan) dalam pembangunan 
untuk mengarahkan dan mengendalikan informasi serta penerapan peraturan dan 
pengendalian perijinan pemanfaatan ruang.  
Untuk mengelola kawasan tepian dibutuhkan 2 (dua) instrumen yaitu Perencanaan 
dan Penata Laksanaan Pembangunan (Manajemen) 
Peran pemerintah dalam hal ini diharapkan menjadi fasilitator dan pengarah (director) 
serta mendorong kemitraan dengan swasta, masyarakat dalam proses perencanaan 
pembangunan. 
PENDEKATAN 
Beberapa pendekatan perencanaan dalam pengembangan kawasan kota pantai, 
antara lain: 
1)  Pendekatan Komprehensif, merupakan pendekatan perencanaan yang didasarkan 
pada rencana makro suatu kota pantai, sehingga rencana pengembangan 
permukimannya harus merupakan turunan dari rencana makro kota induknya. 
2) Pendekatan Front-Edge, merupakan pendekatan perencanaan yang memanfaatkan 
keberadaan air sebagai bagian depan dari bangunan, orientasi kegiatan penduduk, 
pintu gerbang kota, dsb. 
3)  Pendekatan Partisipatorik, merupakan pendekatan perencanaan yang 
melibatkan/mengikutsertakan semua pelaku pembangunan (pemerintah, swasta 
dan masyarakat setempat) dalam proses perencanaan kawasan permukiman di 
kota pantai. 
4)  Pendekatan Tekno-Ekonomis, merupakan pendekatan perencanaan yang 
didasarkan pada pertimbangan inovasi teknologi, tetapi masih dalam kelayakan 
ekonomi. 
5)  Pendekatan Kultural dan Kearifan Masyarakat, merupakan pendekatan 
perencanaan yang mempertimbangkan sosial-budaya komunitas masyarakat di 
kawasan tersebut serta dengan mengembangkan potensi kearifan masyarakat 
setempat dalam mengelola lingkungan alam dan lingkungan buatan. 









Compiling the urban reviyalization 
concept 
Ecologically sustained. 
Compilling Design Guidelines & 
Development Controls. 
Goals : 
 Environment structure concept is 
lapped over according to the potency 
and characteristic area by considering 
sinergi among activity in each zone. 
Losari Beach settlement is lapped over 
as urban green finger, public space. 
Relocation of cloister merchant plan is 
more representative. 
Makassar’s Vision & 
             Mision 
  Space Policy 
 
 
The Problem Of Urban Guidelines 
Development 
■ Uncontrolled physical space 
  development 
■ Land Vitality & Visual Images 
■ Quality of environment degradation 
  (Drainage and shores conservation) 
■ Relocation of cloiter merchant 
STEP I : 
Plan Preparation and Preliminary 
Study 
■ Fundamental issue and first idea 
■ Function and role of urban 
  gurdelines 
STEP II : 
Invertarisation, Analysis and Study 
of theory 
■ Urban design element 
■ Long Beach Losari 
■ Sewage / Dirty aqueduct 
■ Managerial &Tupoksi 
STEP III : 
Product Plan and Implementation 
■ Design Guidelines & Develop.Control 
■ Investment program 
■ Legal Mechnism 
ISSUE - THEME 
■ Urban Revitalization 
■ Waterfront Development 
    Compilation 
Design Of Reference 
     Scheme 
       (TOR) 
■ Existing Condition 
  Coustal Zone/ seafront 
■ Town Morphology 
■ Shores Tiphology 
 















































Pendekatan revitalisasi (revitalization) kawasan tepian dimaksudkan untuk merancang 
kembali struktur urban (urban fabrict)  dan pemanfaatan ruang yang cenderung 
mengalami kemunduran (bligted/death). Revitalisasi kawasan juga dimaksudkan untuk 
memberi perlindungan preservation and conservation terhadap bangunan dan 
lingkungan historis (historic distric). Oleh karena itu setiap pengembangan baru harus 
dilakukan dengan pendekatan rancangan kontekstual (contectualism) dengan 
demikian  kontinutas visual lingkungan dan sence of place dapat terjaga secara baik. 
Penataan Tepian Losari yang memiliki makna cultural dan merupakan the collective 
memory tentang Makassar tempoe doeloe seharusnya dirancang sebagai daerah 
terbuka hijau (bentang alam) dan area pergerakan umum (publict domain) untuk 
menikmati panorama alam dan sunset view. 
 
Beberapa penyimpulan: 
 Batasan kawasan kota pantai tidak hanya mencakup bagian kota di darat dan ber-
hadapan dengan laut saja, tetapi juga mencakup bagian yang berada di atas air.  
 Orientasi kegiatan kota pantai berbasis darat dan laut, seperti perdagangan, 
pelabuhan dan transportasi, perikanan, serta permukiman. 
 Kedudukan kawasan kota pantai merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari 
beberapa kawasan lain di kota induknya.  
 Kawasan pantai di Makassar dapat diarahkan pada beberapa jenis 
pengembangan, yaitu : 
• Kawasan komersial (perdagangan);  
• Kawasan budaya, pendidikan dan lingkungan hidup;  
• Kawasan peninggalan bersejarah;  
• Kawasan permukiman; 
• Kawasan wisata (rekreasi);  
• Kawasan pelabuhan dan transportasi; 
• Kawasan pertahanan keamanan 
 
Saran dan Rekomendasi: 
 Perlu disusun pedoman umum penataan ruang kawasan kota pantai Makassar dan 
pedoman teknis penataan ruang (urban design guidelines) untuk masing-masing 
tipe pemanfaatan kawasan kota pantai, seperti pedoman teknis penataan kawasan 
permukiman di kota tepi pantai; pedoman teknis penataan kawasan rekreasi di kota 
tepi pantai; dan lain-lain. 
 Untuk dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kawasan, maka konsep 
yang diusulkan ini perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik setempat. 
 Pengembangan kawasan kota tepi air pada umumnya dan tepi laut/pantai pada 
khususnya perlu mengantisipasi dampak timbal balik antara pembangunan fisik 
dan kerusakan bentang alam. 
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